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2.1 Pengertian Good Governance.

FProses penyelenggaraan éﬁ@M&saan dalam melaksanakan
penyediaan public goods and éerv.g’ce disebut governance (pemerintahan
atau kepemeriniahan), sedang prakiek terbaiknya disebut good
governance. Kepemerintahan yangg batk {good governance) merupakan
issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik
dewasa ini. Tuntutan gencar fyang; dilakukan oleh masyarakat kepada
pemerintah untuk melaksanakan penysienggaraan kepemerintahan yang
baik adalah sejalan dengé|1 meningkatnya  tingkat pengetahuan
masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pcla lama
penyelenggaraan pemerintahang tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat
yang telah berubah. Oleh karena ftu, tuntuian ity merupakan hal yang
wajar dan sudah seharusnya 'dirempe;m: pemerintah dengan melakukan
perubahan-perubahan yang terarah psﬁdﬁia tenwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.

Arti good dalam good: governarce sendiri mengandung dua
pengertian, yaitu: (a) Nilai-rilai YaIg menjunjung  tinggi
keinginan/kehendak rakya: daﬁ niiai--rzﬂai yang dapat meningkaikan

kemampuan rakyat dalam pencapaian Atujuan (nasional) kemandirian,
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pembangunan berkelanjutan dan keadélan sosial; (b) Aspek-aspek
- fungsional darn pemeriniah yang efekiif dan efisien dalam pelaksanaan
tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan fersebut.

Berdasarkan pengertiaﬁ ini, gc:}c?cf governance berorientasi pada:
(a) Orientasi ideal negara yang diar;ahkan pada pencapaian tujuan
nasional; dan (b) Pemerintahaﬁ yang béﬁungsé secars ideal, yaitu secara
efektif dan efesien dalam meiai{ukan upaya mencapai tujuan nasional.

Orientasi pertama yang mengacu pada demokratisasi dalam
kehidupan bernegara dengan elemsn-elemen konstituennya seperti :
lfegitimacy (apakah pemerintéh e:ffipii_i%i mendapat kepercayaan dari
rakyatnya), Accountibility (akﬁntabiﬁitms}; sedangkan orientasi kedua,
tergantung pada sejauh mana _pemerm'ifah mempunyai kompetensi, dan
sejauh mana struktur serta mekanisme poiitik serta administratif berfungsi
secara efektif dan eﬁsien.Tuntutan masyarakat terhadap pencapaian good
governance telah direspon oleh negara dan pemerintah Indonesia yaitu
dengan ditetapkannya dasar hukum penefapan  prinsip-prinsip  good
governance, meliputi: (a) TAI?’ MPR ;i@ﬁ No. XIMPR/M998 {entang
Penyelenggaraan Negara yang: Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN}; (b) UU No 28 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas KKN; dar?z (c} é:"zp.r&as No.7 Tahun 1999 Eenténg
Akuntabilitas Kinerja Instansi ;Pen'zermﬁah yang mewajibkan seluruh

instansi pemerintah  untuk mempergar:ggungjawabkan seluruh sumber
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daya yang digunakan dalam rangka: pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya.

2.2 Pengertian Akuntabilitas
Menurut The Oxford Advance Learners Dictionary, disadur dari

modu!l sosialisasi SAKIP LAN dan E%E"«?F{P, mendifinisikan akuntabilitas

sebagai berikut .

Akuntabilitas adalah required or expected to give an explanation
for one’s action. Dengan kata lain, ‘dalam akuntabilitas terkandung
kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan
kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang
lebih tinggi/atasannya.

Menurut J.B. Ghartey dalam bukunya Crisis, Accountability and
development in the third world (198‘?’),} disadur dari modu! sosialisasi

SAKIP LAN dan BPKP, mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut :

Akuntabilitas  ditujukan  untuk  mercari Jawaban terhadap
pertanyaan yang berhubungan dergan - pelayanan apa, siapa, kepada
siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang
memerlukan  jawaban tersebut  antara fain, apa vyang harus
dipertanggungjawabkan, mengapa - pertanggungjawaban harus
diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan,
siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian Kegiatan dalam
masyarakat, apakah perianggungjawaban berjalan seiring dengan
kewenangan yang marmadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini
dalam akuntabilitas belum memadai, olet: karena itu harus diikuti dengan
jiwa entrepreneurship pada pihak-pihak vang melaksanakan akuntabilitas.
Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama
dalam pencapaian hasil pada pelayaran publik.
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Sedangkan menurut Sirajudin H.Saleh dan rekan, disadur dari

modul Sosialisasi SAKIP LAN dan BFKP, mendefinisikan akuntabilitas

sebagai berikut

Pada dasarnya akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak
kehidupan manusia yang meliputi: akuntabilitas internal dan akuntabilitas
eksternal. Dari sisi internal sesseorang, akuntabilitas merupakan
pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuniabilitas
yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban sendiri {pribadi) mengenai
segala sikap, pikiran dan prilaku dirinya dalam menjalankan kehidupannya
kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang hanya diketahui dan dipahami oleh
dirinya sendiri. Oleh karena itu, akuniasilitas internal ini disebut sebagai

akuntabilitas spiritual.

Sedangkan  menurut keputusﬁaﬂ Kepala LAN Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Pedoman Fenyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut :

Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/badan hukumdpimpinan  kolektif suatu organisasi
kepada pihak yang memiliki hak aiay ‘berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian beberapa definisi tersebut, maka aapat
dirangkum bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/badan hukumfpimpfiman suafu corganisasi kepada
pihak yang merailiki hak atau kewamangan untuk meminta keterangan
atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka

semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan di

daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus rmemahami
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lingkup akuntabilitasnya ma'singwnmaiﬁg, karena akuntabilitas yang

diminta meliput: keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi

instansi yang bersangkutan.

2,3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah vang ditetapkan Kepala LAN, dalam

pelaksanaan akuntabilitas dﬁiingkunggm instansi pemerintah, perlu

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.

Harus ada komitmean dafi pirmpinan dan seluruh staf instansi untuk
melakukan pengelolaan peiaxsaﬂéat1 misi agar akuntabel

Harus merupakan suatu sistim yeﬁng dapat menjamin penggunaan
sumber-sumber daya  secara konsisten dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlak. |
Harus dapat menunfukan fingkat pencapaian fujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. |

Harus berorientasi pada :p@nmpﬁim visi dan misi serta hasil dan
manfaat yang dipercieh .

Harus jujur, objekiif transparan @an inovatif sebagai kaialis_ator
perubahan rnanaje-men_ im%stma;ié pemeriniah  dalam  bentuk
pemuiakhiran metode idan tfz?ai»«':;mk pengukuran Kkinerja dan

penyusunan laporan akuntabilitas,

S R PR S e R
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2.4 Perencanaan Stratejik
Berdasarkan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi  Pemerintah, bahwa Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (SAKIF) memuat 4  instrumen sebagai metode
pertanggungjawaban  yang meliputi- tahapan-tahapan penetapan
perencanaan stratejik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan
pemanfaatan informasi kinarja. Dalarn sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah tersebut, perencanaan sstra:té;éék (Renstra) merupakan langkah
awal yang harus dilakukan oleh ir%%ansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strate}tklakaé, nasional dan global, dan
berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan pendekatan parem{anaan straiejik yang jelas dan
sinergis, instansi pemerintah lebih dapﬁt;memyelaraskan visi dan misinya
dengan potensi, peluang, dan kemizﬁlé yaﬁg dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya. |

Adapun dokumen rencana sirstejik setidaknya memuat/beberapa
komponen meliputi: visi, misi, tu;'uaﬂ,; fsaéaran, dan strategi (cara

mencapai tujuan dan sasarzan). . | |

a. Visi

Visi berkaitan dengan gpsémdaag;an kedepan menyangkut
kemana instansi pemeriniah dibawa dan diarahkan agar dapat

berkarya secara konsisten d&nétetap eksis, antisipatif, inovatif

Dol i [ I VS
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serta produktif. Visi adalah suém gambaran menantang tentang
keadazan masa depan vang b@résikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan instansi pem@rima:h!organisasé.

Rumusar visi hendakéya; (1) Mencerminkan apa yang
ingin clicapai sebuah organisasi; (2) Memberikan arah dan fokus
stratejik  yang jelas; (3) Mampu menjadi  perekat dan
menyatukan be-bagai gagasan stratejik yang terdapat dalam
sebuah organisasi; (4) Memiliki orientasi terhadap masa depan
sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan
dan membentuk masa depan organisasinya, (5) Mampu
menumbuhkan komitmen Sel:uruh: jajaran dalam lingkungan
organisasi, (€)  Mampu meniamin kesinambungan
kepemimpinan o-ganisasi.

Rumusan visi yang jel:ﬁsa diharapkan mampu; (a) Menarik
komitimen dan menggerakkan: orang; (b) Menciptakan makna
bagi kehidupan angéota e;)rgah%@as?i; (¢) Menciptakan standar
keunggulan; (d) Menjemtmiani keadaan sekarang dan masa
depan. |

Visi instansi  perfu c‘;Eténam}(an pada setiap unsur
organisasi sehingga menjadi vési bersama (shared vision) yang
pada gilirannya marﬁpu mes:r;garafhkan dan menggerakkan

segala sumber daya instansi.
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Misi

Misi adalah sesuatu vang harus diemban atau
dilaksanakan oleh instansi p@aieréntéh, sebagai penjabaran visi
yang telah ditetapkan. Deng;gaém pernyataan misi diharapkan
seluruh anggota orgénisasi cﬁ?zs”‘» pihak yang berkepentingan
dapat mengetahui dﬁan mené&ma! keberadaan dan peran
instansi pemerintah ;daiam mﬂyeienggaraan pemerintahan
negara |

Misi suatu insts%nsi hama‘% jelas dan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi. Mié% juga teérkait dengan kewenangan yang
dimiliki instansi peme%rintah dari paraturan perundangan atau
kemampuan penguasaan tc;ein;r‘zofia:z:gé sasuai dengan strategi yang
telah dipilth Perumgsan mé?@% instansi  pemerintah  harus
memperhatikan masgkan pihak-pihak  yang berkepentingan
(stakeholders), dan m@i"ﬂt}erikan peluang uniuk
perubahan/penyesuaién semuai;d@ngem tuntutan perkembangan
lingkungan siratejilc. Rumusmﬁ misi hendaknya mampu, :(1)
Melingkupi semua kesan yaéﬁg terdapat dalam wisi; (2)
Memberikan petunjuk ;terh.aac.i&%{::j fujuan yang akan dicapai; (3)
Memberikan pe-turajuk.: ketompéx sasaran mana yang akan
dilayani oleh Enstanéi pﬁ@m&%ﬂmah,; (4) Memperhitungkan

berbagai masukan daréj sfaf{ehafcf@rs"

R D S BT
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Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau
dihasitkan datam jangka wa%«;tftz 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahunan. Tujuan dite'iap?&{a%r; dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis stratejik. Tujuan tida%% harus dinyatakan dalam bentuk
kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu
kondisifyang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan  akan n‘wengaz'aﬁkan perumusan  sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan
mist.

Sasaran

Sasaran adalah hasil ?&ﬂg akan dicapai secara nyata
oleh instansi pemerintah da{afm rumusan yang lebih spesifik,
terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Dalar sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator
sasaran adalah ukuran ti'ngkat keberhasilan pencapaian
sasaran untuk diwujudkarn pada tahun bersangkutan. Setiap
indikator  sasaran .dismaii dengan  rencana ting.kat

pencapaiannya masing-masing.

Sl e i B L Rt
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Sasaran diupayakan iééi”ituﬁ'( dapat dicapai dalam kurun
wakiu tertentu/tahunan ss&éara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.
Strategi (Cara gnenéapai tujuan dan sasaran)

Strategi adala:h care nﬁencaﬁipai tujuan dan sasaran yang
di jabarkan kedalam ikebi;akanukebijakan dan program-program.
Kebijakan pada dasarnya ﬁ'i@fﬁp&k% ketentuan-ketentuan vang
telah ditetapkan dieh yar@g berwenang untuk  dijadikan
pedoman, pegangan aiau @etuanj’uk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaah progiam guna tercapainya kelancaran
dan keterpaduan dafém perwiijudan sasaran, tujuan serta visi
dan misi instansi pemﬁeriniahn :

Program adalaﬁh kumg;zufan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk men.da:patkan hasﬂ vang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa Enstanéé pemerintah ataupun dalam rangka kerja
sama dengan masyarakat, Q:.ma mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dam prog;rarﬁ dilekukan setiap tahun dalam
kurun waktu 5 {lima) téhur‘sv dmﬁ direncanakan pelaksanaan dan
pembiayaannya baiké mez‘afu{ AFPBN/APBD, maupun dalam
rangka kerjasama dengan -?“rraaas;;arahat.

Keberhasilan program vang dilakukan sangat erat

kaitannya dengan kebijakzan instansi. Dalam rangka ity perlu

SRR S A




didentifikasikan pula ket@rkzﬁéi‘taﬂ antara kebijakan yang telah

ditetapkan dengarﬁ program dan  kegiatan sebelum

diimplementasikan. fKebéjakazﬁ tersebut perlu dikaji terlebih

dahulu  untuk menyakimkaﬁ:apakah kebijakan vang telah
ditetapkan t;enar~ben§r dapat dilaksanakan.

Sasaran dan program yang telah citetapkan dalam rencana

stratejik kemudian dijabarkan lebih -é-anjm: dafam suatu rencana kinerja

tahunan.

2.5 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana xerja
sebagai penjabaran dari sasafan dan :;:}rcxg;fam yang telah ditetapkan
dalam rencana siratejik, yang akan dié:aﬁ«éarnaiqan oleh instansi pemerintah
melalui berbagai kegiatan iaht:ﬁan. Ui dalam rencana kinerja ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan uniuk séh;ruh indikator kinerja yang ada
pada tingkat sasaran dan E{egiaian, Penyusunan rencana kinerja
dilékukan seiring dengan agencéa p@myu?unan dan kebijakan anggaran,
serta merupakan komitmen bagi:mstgmsﬁ umux mencapainya dalam taﬁun
tertentu. .

Dokumen rencana kir1erja§memua‘t iinformasi tentang sasaran yang
ingin dicapai dalam tahun yang gbersangkuﬁan, indikator kinerja sasaran,

dan rencana capaiannya, progrgam, kegjtémn, serta kelompok indikator




kinerja dan rencana capaiannya. Salain itu dimuat pula keterangan:yang
antara lain menjelaskan keterkaitan xegiatan dengan sasaran, kebijakan
dengan programnya, serta ke;terkzailam; dengan Kegiatan-kegiatan :yang
dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. |
Adapun komponen rencana kirzerrﬁiza meliputi
a. Sasaran |
Sasaran yang diméksuczﬁ pada rencana kinerja ini adalah
sasaran sebagaimana dimuat da!érn dokumen Renstra. Selanjunya
diidentifikasi sasaran maﬁa yang eé%aan diwujudkan pada tahun yang
bersangkutan berserta indikator dan rencana tingkat capaiannya
(targetnyz). | : :
b. Program
Program-program yéng ditetapkan  merupakan pmgfam—
program yang berada daiam; lingkup  kebijakan ‘ierténtu
sebagaimana dituangkan ;daiam p&é{@ncanaan stratejik. Selanjutnya
perlu diidentifikasi dan éfféfﬁpk’aé program-pregram yang akan
dilaksanakan pada tahﬁn beraa&ingktﬁanq sebagai cara untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
c. Kegiatan .
Kegiatan adalah ‘indakan nvata dalam jangka waktu tertentu
yang dilakukan oleh insta:;";si Q@ﬂ'&@?f”ié’“itah sesuai dengan kebi}akfan

dan program vang telah di%tetapkam dengan memanfaatkan sumber
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daya yang ada uniuk mencapai sésaanzm dan tujuan tertentu. Dalam

komponen ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan

rencana capaiannya.

. Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif

yang menggambarkan tingkal pencabaian suatu kegiatan yang

telah ditetapkan. [ndikator kmfarjaé kegiatan yang akan ditetapkan
dikategorikan kedalam kelornpok -

1. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dan grogram dapat berjalan atau dalam
rangka menghasilkan output, z}nisainya sumber daya ranusia,
material, waktu, teknologi dar ::":se:(%f)ag?ainya.

2. Keluaran (oufputs) adalah segzla sesuatu berupa produkfjasa
{(fielk dan atau non fisik) :sebagai hasil langsung dari
pelaksanaan suatu kegéataﬁ dan program berdasarkan
masukan yarg digunakan.

3. Hasil (outcomes) adalah ﬁegaia sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegétén vada jangka meneng:ah.
Oufcomes merupakan:ukuram &éber‘apa jauh setiap produk/asa
dapat memenuhi kebuiuhan dan haréepan masyarakat.

4. Manfaat adalah kegunasn susty keluaran {output) yang
dirasakan langsung oféh mamyafaé«:aii Dapat berupa tersedianya

fasilitas yang dapat diakses ol@h publik,




5. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial
ekonomi, lingkungan atau k&;ﬁent?ﬁﬂgalw umum lainnya yang
dimulai oleh capaian ki%nearjé setiap indikator dalam suatu
kegiatan. |

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau fidak langsung
dapat mengindikasikan sejauh mana kéber?msiéan pencapaian sasaran.
Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan
proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang
indikator kinerja atau ukuran kinerja atéu ukuran keterhasilan kegiatan
dan program-program instansi.

Penetapan indikatcr kinerjz kegiatan harus didasarkan pada
perkiraan yang realistis dengan mernperhatikan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan serta data pendukum yang harus diorganisasikan. Indikator
Kinerja dimaksud hendaknya; (a) spesiiik dan jelas, (b) dapat diukur
secara obyekiif, (¢} relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dic_apai

dan (d) tidak bias.

2.6 Pengukuran Kinerja

Pengukuran  kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalar: pelaksanaan kegiatan sesuai dengan visi dan
misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari

suatu penilaian sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator Kinerja




kegiatan yang berupa éndikator—indékétw masukan, keluaran, hasil,
manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang
merupakan kegiatan mengolal ma@-ukaﬁ meniadi kefuaran atau penilaian
dalam proses penyusunan kebijak-am/pmgramlkegiatan yang dianggap
penting dan berpengaruh terhadap pencapaiar sasaran dan tujuan.
a. Kerangka Pengukuran Kinerja |
Daiarn  kerangka pengukuran kinerja  terdapat tahapan
penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara
pengukuran kinerja.Penetapan indikator kinerja telah diuraikan pada
butir 2.5.d
Pengukuran kinerja dilakukaﬁ_dengan menggunakan indixator
kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data
kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber
yaitu : (1) data internal, berasal dar éé@&@m informasi yang diterapkan
pada instansi dan (2) data ekst@mail, berasal dari luar instansi baik
data primer maupun data sekunder
Pengumpulan daia kinerja diarahkan untuk mendapatkan data
kinerja yang akurat, lengkap, tepat weskm dan konsisten yang berguna
bagi pengambilan keputusan dalam razﬁgka perbaikan kinerja instansi
pemerintah tanpa meninggatkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya
dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Untuk ity perlu dibangun sistem

informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari




unit-unit yang bertanggungiawab dalam pencatatan, secara {erpadu
dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan
dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara
reguler, mingguan, bulanan, triwu%amﬁn dan seterusnya.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang
terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran,dan hasil dilakukan
secara rencana dan sisiemaiis setiap tahun untuk mengukur
kehematan, efektiitas, efisiens! dan kualitas pencapaian sasaran.

Sedangkan pengumputan data kinerfa untuk indikator manfaat dan
dampak dapat divkur pada akhir pericde selesainya suatu program
atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi
pemerintah. Hal ini terkait pada p&r‘timbangan biaya dan fingkat
kesulitan yang cukup tirggi dalam mengukur indikator kinerja dam.pak.
Dalam hal ini instansi di sararkan :1.mf:u£< dapat melakukan survei
sendiri guna mendapatkan data mengenal hasil yang ditetapkan,
kepuasan masyarakat yang dilavari, dan manfaat/dampak kebijakan
instansi terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja dimaksud dapat
dilakukan dengan menggunakan f@t‘"n'aa,;éir Pengukuran Kinerja Kegiatan
(PKK), dan formulir Pengukuran Fencapaian Sasaran (PPS).
Pengukuran kinerja menc:;a}mb : (1) kinerja kegiatan vyang
merupakan tingkat pencapaian taﬁrgeat; {(rencana tingkat capaian) dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan (2) tingkat




pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat
pencapaian farget (rencana tingkat capaian) dari masing-masing
indikator sasaran yang ielah d.ét@t@kan sebagaimana dituangkan
dalam dokumen rencana Kinesja. ;Pe«nggukuran tingkat pencapaian
sasaran didasarkan pada data hasi pergukuran Kinerja kegiatan.
. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formuiir PKK, dilakukan
evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk
memberikan penjelasan lebih lanjut ‘é@mtang hal-hal yang mendukung
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi
bertujuan agar diketahui pencapaian ;r@ah’sasi, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam rangka pemc&péian misi, agar dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pe&akssﬁnaah program/kegiatan dimasa vang
datang. |

Selain itu, dalam evaluasi é{éé“aerja dilakukan pula analisis
efisiensi dengan cara memba_ndmgmn; antara oultput dengani input baik
untuk rencana maupun realisasi. Ai"ka%;!éiﬁés ?mé menggambarkan tingkat
eiisiensi yang dilakukan oleh ins@:a;rméi dengan memberikan data nilai
oulput per unit yang dihasilkan oleh 1‘:7;5&5‘ tertentu,

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat

efektifitas yang menggambarkan ungkal kesesuaian antara tujuan
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dengan hasil, manfaat atau dampak dengan menggunakan Kerangka
Penyimpulan Hasil Evafuasi: dapat dii{ihm pada gambar 1;

Gambar 1 _
Kerangka Penyimpulan Hasil Evaluasi

Input
Quitput
Outcome === Kegiatan

Benefit "’/’
Impact
— _ Kegiatan ) Program \
Bobot 100 %
Kegiatan
\ Kebijaksanaan
Bobot 100 %
Nilai
I Akhir
Program Capaian
~ N Kinerja
Bobot 100 % ¥ %

Ny
>» Prograf"r*
%{ebijaksaﬂaan

> Programn | Eobot 100 %

Sumber : Disadur dari modut 4 dari’5 Sosializesi SAKIP
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Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan
Kinerja (perfomance gap) yang térjadi_, baik terhadap penyebab
terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan

akan dilaksanakan.

Dengan kerangka evaluasi i{éin@rja, diasumsikan bahwa bobot
kelompok indikator kinerja kegiatan, Er'maséngwnasing adalah : input 20
%, output 30 %; outcome 35%: b@ﬁéﬁf‘ 10%; impact 5%. Berdasarkan
pembobotan tersebut, diperoleh capaian kinerja kegiatan yang
selanjutnya dibobot kontribusinya ;tes"hadap pencapaian sasaran,
program, kebijakan dan saséran instansi. Dalam hal ini terdapat skala
capaian kinerja yaitu; berhasil jika 85<x£100, cukup berhasil jika
70<x<85, kurang berhasil jika 55<x§?0, sangat kurang berhasil jika
X<55.

. Analisis Akuntabiiitas Kinerja

LAKIP harus menyajikan data«a dan infomasi relevan bagi
pembuat keputusan agar dapat mengfaxtearpretasikan xeberhasilan dan
kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, periu
dibuat suatu analisis tentang pen&ap&aian akuntabilitas kinerja instansi
secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraianz keterkaitan pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dar_x kei:::ij&m@n dalam mewujudkan sasaran,
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tujuan, dan misi seria visi- sebagaimana ditetapkan dalam rencana
stratejik. Dalam analisis ini peru pula dijelaskan perkembangan
kondisi pencapaian sasaran dan %quan secara sfisien dan efekdif,
sesuai dengan kebijakan, progarm cfa:n kegiatan yang telah ditetapkan.
Analisis tersebut dilakukan dengan f‘ﬁﬁenggunakan informasi/data yang
diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan
dilakukan pula evaluasi kebijakan u:niuk mengetahui ketepatanr dan
efekfifitas baik kebijakan itu sendii naupun sistem dan proses

pelaksanaannya.

2.7 Pelaporan

Setiap instansi pemerintah  berkewajiban  untuk rmenyiagkan,
menyusun dan renyampaikan laporan cinerja secara teriulis, pericdik dan
melembaga. Pelaporan kinetia ini dirmaksudkan untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemeritah dalam suatu
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran instansi pemerintah. Ihstansi mmeréntah yang bersangkutan
harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Felaporan kinerja oleh instansi
pemerintah  ini  kemudian dituangkaﬁ dalam dokumen Lapcran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinish (LAKIP). LAKIP dapat
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dikategorikan sebagai laporan ruiin, karena paling tidak disusun dan
disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.
a. Penanggungjawab Penyusunan LAKIP
Penanggungjawab penyusunan LAKIFP adalah pejabat yang
secara  fungsional bertanggungjawab melakukan  dukungan
administratif  di  instansi  masing-masing.  Pimpinan  instansi,
sebagaimana tersebut dalam Inpres Nemor 7 Tahun 1999, dapat
menentukan " tim kerja yang bertugas membantu penanggungjawab
LAKIP di instansinya masing-masing dengan mengacu pada pedoman
ini. Apabila dipandang perlu tim keaarj_a dan penanggungjawab LAKIP
dimaksud dapat berkorsultasi dengan Lemmbaga Administrasi Negara
(LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan {BPKP),
Konsuitasi dimaksud dengan memberitahukan terlebih dahuly secara
lisan maupurn tertulis.
b. Prinsip-prinsip LAKIP
Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan
pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif,
akurat dan trasparan. Disamps.ing itu, perlu pula diperhatikan :
1. Prinsip lingkup pertanggung jawaban. Hal-hal yang dilakukan
harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung
jawab masing-masing 'dan memuat baik mengenai kegagalan

maupun keberhasilan.
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2. Prinsip pricritas. Yang diiams{kan adalah hal-hal yang penting
dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggung
jawaban instansi yang diperivkan untuk upaya-upaya tindak
lanjutnya.

3. Prinsip manfaat yaiiu mapfaal laporan harus lebih besar
daripada biaya penydsunmnnya, dan laporan harus mempunyai
manfaat bagi peningkatan p@ﬂéapaian kinerja.

Dalan: hubungan itui, periu pula diperhatikan beberapa ciri
laporan yang baik éepef“ii relevan, tepat wakiu, dapat
dipercaya/diandalkan, muda:h dimengerti (jelas dan cermat), dalam
bentuk yang: menarik (tegas dan %{énaiaten, tidak kontradikiif antar
bagian), berdaya banding ﬁnggé (ré!!eebi@), berdaya uiji (verﬁ?able),

lengkap, netral, padat dan mengikut standar laporan yang ditetapkan.

. Format danisi LAKIP

Agar [LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya
diseragamkan tanpa mengabaikan Keunikan masing-masing instansi
pemerintah. Format LAKIP ini dimaksudkan untuk mengurangi
perbedaan isi dan cara penyajian yaﬂg dimuat dalam LAKIP sehingga
memudahkan perbandingan ataupun svaluasi akuntabilitas yang harus
dilakukan. LAKIP  menyajikan uraian tentang kinerja instansi

pemerintah dalam arti keberhasiian dan kegagalan pencapaian
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sasaran dan tujuan instans pemex}ésﬁah. Disamping itu perlu juga

dimasukkan dalam LAKIP aspek keuangan yang secara langsung

mengaitkan hubungan antara anggarar negara yang dibelanjakan

dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Format taporan akuntebilitas kirerja instansi pemerintah

minimal terdiri atas :

1.

ikhtisar Eksekusf

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencanz :stré%@jik serta sejauh mana instansi
pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta
kendala-kendala yang cﬁh;éda;:;i dalam  pencapaiannya.
Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan
untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk
menarggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun
mendatang.

Pendahuluan

Dijelaskan hal-hal umum E@nitaﬁg instansi serta uraian singkat
mandat apa yang dibebmka:ﬁ kepada instansi (gambafan
umum tupoksi). | |
Kencana Stratejik

Disajikan gambaran singkat meafngenai . Rencana stratejik dan

rencana kinerja.
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a. ‘Rencana Siratejik
Uraian singkat tentang rencana stratejik instansi, mulai
dari visi, misi, tujuan. sasaran serfa kebijakan dan
program instansi.
b. Rencana Kinerja
Disajikan  rencana kinerja  pada tahun  vyang
bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan
dalar rangka mencapai sasaran sesuai dengan program
pada tahun tersebut. dan  indikator keberhas_ilan
pencapaiannya.
Akuntabilitas Kinerja
Pada bagian ini disajikan wraian hasil pengukuran kinerja,
evaluasi dan analisis ékuni&biiiias kinerja, termasuk didalamnya
menguraikan secara éiste~mai;i$ kebarhasilan dan kegagalan,
hambatan/kendala, dan psarméaa!mhara yang dihadapi serta
langkah-langkah antisipatif vang akan diambil.
Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas Keuangan dengan cara
menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan
tupoks atau tugas-tugas !aimrsyﬁ, termasuk analisis tentang

capaian indikator kinerja efisiensi.
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5. Penutup
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan
dan kegagalan, permamalmhém dan kendala utama yang
berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta
strateji pemecahan massaiah j{fg»:ang akan dilaksanakan, ditahun
mendatang.

6. Lampiran-lampiran
Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan,
gambar, dan aspek pfendu;égung seperti SDM, sarana p{&:ésafan&
metode dan aspek lain dan da’éa yang relevan, hendaknya isldak
diuraikan dalam badan ‘tekgg laporan, tetapi dimuat dalam
lampiran. Keputusamkepuiuaah atau peraturan-peraturan dan
perundang-undanrgan terteni yang rmerupakan kebijakan yang
ditetapkan dalam ran@ka mencapalan visi, misi, tujuan, dan
sasaran perlu dilampirkan. Jike jurmiah lampiran cukup banyak,
hendaknya dibuai daftar lampiran, daftar gambar, daftar ta.be!
secukupnya.,

d. Waktu Penyampaian LAKIP

Penyusunan LAKIP harus dilandasi dengan pengertian dan

kesadaran bahwa laporan: akan bermanfaat bagi terwujudn.ya

kepemerintahan yang baik, pem&jrmta!"uan yang bersih, dan

produkiifitas di lingkungan instansi pemerintah. Mengingat LAKIP
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merupakan media pertanggung jawaban dan juga menjadi bahan

evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah, maka LAKIP hérus

dibuat secara tertulis dan disampakan secara periodik. LAKIP tersebut
harus disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. |

. Mekanisme Pelaporan
LAKIF disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang

melibatkan pihak yang berévenamg %‘nembuat dan menerima LAKIP,

serta pengguna LAKIP. Instansi vang harus dan berwenang membuat

LAKIP adalah Kementerian depart@m@n lembaga pemerintahan non

departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, markas Lesar

TNI, Kepolisian Republik Indonesia, ?antm perwakilan pemerintah R

di luar negeri, kejaksaan agung, beramgkat pemerintah propinsi,

perangkat pemsriniahan kaﬁupaten (;iar@ lernbaga/badan lainnya vang

dibiayai dari anggaran negaré.

Adapun mekanisme LAKIP adalah sebagai berikut ;

1. Setiap  pemimpin d_epar’{eméﬂii_PND, pemerintah  daerah,
satuan kerja atau unit kerja didalamnya wajib membuat laporan
akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk
disampaikan kepada atasannys.

2. LAKIP tahunan dari tiap céexpéﬂemen/LPND, masing-masing
menteri/pemimpin LPND meryampaikan kepada Presiden dén

Wakil  Presider  dengan  tembusan  menteri yang
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bertanggungjawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara
(PAN) seria Kepala Bagizm Péngawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPK?).

3. LAKIP tahunan dari setiap f:x;@ma:iiﬁtah propinsi disampaikan
kepada Presiden/Wakil Ef’fessi-den dengan tembusan kepada
menteri dalam negeri, meniri yang _ber'tanggung}awab dibidang
PAN dan kepala BPKP.

4. LAKIP  tahunan pémermtaeh kabupaten/kota disampaikan
kepada Presiden/Wakil Fresiden dengan iembusan kepada
Menteri Dalam Negeﬁ. GubernuriKepala Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Kepala p@erwasqim BPKP.

5. Kepala BPXP meiakukan evaluasi terhadap LAKIP dan
melaporkan hasiinya ?k@pa@& Presicen melalui menteri yang
bertanggungjawab  dibidang FAN: dan  salinannya kepada
Kepala Lembaga Adm{nistrza&;i N@gam (LAN).

6. Kepala LAN meiakﬁkan kajian dan penilaian terhadap
perkernbangan pela?«'sanaam: sistem  akuntabilitas  dan

Kinerjanya, seria melaporkannyva kepada Presiden melalui

menteri yang ber’tanggi;:ngjmwabg dé’biﬁang PAN.

Untuk lebih jeias-nya,émek@améme pelaporan tersebut diatas
disajikan dalam bentuk gambiar 2 dan: 3 alur pelaporan yang disadur

dari Pedoman Penyusunan Peéagmrwi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai berikut :
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ALUR PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH PROVINSIIKABUPATEN/KOTA '
BERDASARKAN INPRES HC, 7 TAHUN 1999

GUBERNUR/ | PRESIDEN/ MENTERI MENTERI
BUPATY WAKIL NEGARA DALAM: BPKP LAN
WALIKOTA | PRESIDEN | PAN &
LAKIP : LAKIP :
PROPINSI W PROPINSI
. KAB/KOTA | KABIKOTA
E P LAKIP |
' N SRS S p| PROPINSI
! ‘ KABIKOTA
: : Q LAKIP
' VSRR SRR ST S PROPIASI -
: HABIKOTA:
| LAKI®
LTI oo li.. ) PROPINSI
: KABMKCTA
m..__,_./-‘-_w
EVALUASI
= a1 . ¥
A :
LHE  Je-— | LHE J__ar LHE
.._w_—‘,.wﬂ‘”;"m ___/’—'-"
N : KAJIAN
LHE I : -—T
LHE 4 _________ B Tt S S - [ I T T " -l
; LKSA ¢ :ﬁ“! I
N
LKSA | qumi . |
LKA L@ T’J
Keterangan :
Laporan
—_—
e Tembusan
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LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintsh
~LHE Laporan Hasil Evaluasi, = dalam LHE tercermin pula
‘ kinerja/kegiatan/programiebijakan yang sifatnya lintas sektoral dan lintas
lembaga ' .
LKSA Laporan Kajian Sistem Akuntabilitas

ALUR PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DEPARTEMEN/MENKO/MENEG/LPND
BERDASARKAN INPRES NO, 7 TAHUN 1999

DEPARTEMERN/ PRESIDEN/ MENTERI
MENKO/ WAKILPRESIDEN NEGARA f BPKP LAN
MENEG/ FON
LAKIP LAKIP

DEPARTEMEN | | | pEPARTEMEN
MENKO! MENIKO/

MENEG/LPND MENEGILPND
e LAKIP
__________________ »l DEPARTEM
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___________________ Mjm-.m y - X LAKIP
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i
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Keterangan :

-t
LAKIP
LHE

LKSA

Laporan

Tembusan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Hasil Evaluasi, dalam LHE tercermin pula kinerja/kegiatan/prog-am/
kebijakan yang sifainya lintas sektoral dan lintas lembaga

Laporar: Kajian Sistern Akuntabilitzs
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